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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 
Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat di kemukakan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan pertanahan di 

Kampung Terong Kelurahan Kamal Jakarta Barat diselesaikan di 

pengadilan karna usaha dari mediasi yang dilakukan oleh kantor 

pertanahan tidak menemukan titik terang maka sengketa ini di bawa ke 

pengadilan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, proses 

penyelesaian ini dilakukan dengan meninjau bukti-bukti dari 

kepemilikan, bahwa dengan tidak memiliki Akta Jual Beli yang terdaftar 

dan tercatat serta dikeluarkan/diterbitkan serta telah melawan hukum 

mengakui dengan asal menunjuk objek tanah untuk didaftarkan untuk 

dikeluarkannya SHM maka Surat Hak Milik berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi sebagai pihak yang berwenang, 

Sertifikat Hak Milik Nomor 2697/Kamal tanggal 24 Maret 1999 

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi tanggal 16 Maret 

1999, Surat Ukur tanggal 18 Maret 1999 No. 7144/KAMAL/1999 Luas 

4951 M2, yang terletak di Desa Kamal RT 005 RW 005 Kampung 

Belakang. pembelian yang pertama tersebut yang dilakukan oleh 

Penggugat sebagaimana Akta jual beli yang merupakan Akta Otentik 
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haruslah dipandang bahwa Penggugat adalah pembeli pertama yang sah 

terhadap tanah objek sengketa tersebut. 

 
 

2. Berdasarkan uraian dan hasil analisis sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan beberapa kesimpulan terkait Putusan Hakim No 

735/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Brt 

a. Secara umum, putusan hakim telah mengikuti prosedur hukum 

acara perdata yang berlaku dan dapat membuktikan unsur- 

unsur yang ada dalam gugatan atau jawaban gugatan dengan 

mengacu pada bukti-bukti yang diperkenankan oleh hukum 

acara perdata. 

b. Putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang 

logis (runtut dan sistematis) dalam pertimbangan hukumnya 

dan telah telah berupaya menggali nilai-nilai non yuridis yang 

ada dalam masyarakat. Meskipun harus diakui dalam putusan 

No 735/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Brt memang belum sepenuhnya 

mengakomodir sumber-sumber hukum secara lengkap, 

misalnya yurisprudensi, Namun, tidak berpengaruh pada logika 

dan penalaran undang-undang, yang sudah berurutan dan 

sistematis, sebagaimana tercantum dalam bagian pertimbangan 

hukum. Sebagai hasil dari hasil tinjauan putusan, 

dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa hakim bertindak 

secara profesional dalam menyelesaikan kasus ini. 
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B. Saran 

 

1. Menurut peneliti sudah sewajarnya Kementrian Agraria/ Badan Pertanahan 

Nasional melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap program yang akan 

direalisasikan dalam rangka mewujudkan keputusan Mentri Agraria Nomor 

4 Tahun 1995 Tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka 

Pemberian Sertifikat Hak Tanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah 

Negara. Dalam menjalankan program ajudikasi pertanahan seharusnya 

panitia lebih teliti, dan penuh ke hati- hatian dalam melakukan tugasnya 

agar tidak terjadi kesalahan. Salah satu cara untuk menghindari perselisihan 

antar hak kepemilikan objek tanah, pemilik tanah harus segera mungkin 

mendaftarkan kepemilikan tanah dengan bukti kepemilikian Akte Otentik 

dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

 
 

2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, khususnya yang berada di 

jabatan administrasi mulai dari tingkat desa hingga Kantor Pertanahan. Agar 

lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam 

hal terjadi kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian administrasi negara, 

negara memberikan kompensasi/kompensasi kepada "korban" sehingga 

keamanan dan kepastian hukum dapat terwujud. 
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